
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR to \ TRHUN 2018

TENTANG

SEBARAN LUAS I.,AHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5)

peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2Ot8 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang sebaran Luas

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan'

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprqia di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-UndangNomor4|Tahun2oo9tentang
perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor

149, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5O68);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2ol2 Nomor

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 536O);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang

Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

2.

3.

4.



5. Perattrran Pemerintah Nomor 1 Tahun 2oll tentang

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5185);

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2ol2 tentang

Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai

Tahun 2ol2 Nomor L9, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 52791;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2Ol2 tentang

sistem Informasi L,ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2ot2 Nomor

4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5283);
peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2Ol2 tentang

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai

Tahun 2Ol2 Nomor 55, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5288);

Perafirran Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang

peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun

2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2A14 Nomor 199);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2016 Nomor 1O);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2Ol8 tentang

Perlindungan l,ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(kmbaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018

Nomor 3).

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SEBARAN LUAS LAHAN

PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
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Menetapkan :



6.

7.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas'

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas'

4. perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu

lingkr:ngan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang

mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan

hidrotogi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

L,ahan Pertanian Pangan adalah bidang Lahan yang digunakan untuk

pertanian tanaman Pangan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang L,ahan pertanian

yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten

guna menghasilkan pangan pokok bagr kemandirian, ketahanan, dan

kedaulatan pangan Daerah.

pertanian Pangan adalah usaha manusia unttrk mengelola lahan dan

agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan

manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta

kesejahteraan rakYat.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi

untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi pernukaan,

irigasi rawa, irigasi air bawatr tanah, irigasi pompa' dan irigasi tambak'

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman

pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan'

(21 Ttrjuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untrrk memberikan

kepastian hulerm mengenai sebaran luas perlindungan lahan pertanian

pangan berkelanjutan.
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BAB III

URAIAN SEBARAN LUAS I.,AHAN PERTANIAN

PANGAN BERKELA"IUTAN

Pasal 3

(1) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan 30.646 (tiga puluh

ribu enam ratus empat puluh enam) hektar, terdiri dari:

a. lahan irigasi seluas 13.481 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh

satu) hektar;

b. lahan pertanian tadah hujan seluas 10.503 (sepuluh ribu lima ratus

tiga) hektar;

c. lahan pertanian rawa/lebak seluas 6.662 (enam ribu enam ratus en€rm

puluh dua) hektar; dan

3 el Luas dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mencakup lahan sawah exciting dan cadangan

lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan rincian sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini'

BAB TV

KETENTUAN I,A'IN-I,AIN

Pasal 4

(1) Evaluasi dan/atau keberatan terhadap luas dan sebaran perlindungan

lahan pertanian pangan berkelanjutan disampaikan secara tertulis kepada

3 Bupati melalui Tim pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
' (21 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan

Bupati yang keanggotaannya paling sedikit terdiri dari unsur:

a. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang

pertanian;

b. perangkat Daerah yang menzrngani urusan pemerintahan bidang

perencanaan;

c. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang

penataan ruang; dan

d. perangkat Daeratr yang menangani unrsan pemerintahan bidang

pertanahan.

4



a

Pemberian insentif terhadaP

kelompok tani Perlindungart

dilafGsanakan scsuai dengart

pada ketenhran Perahrran

Peraturan BuPati ini mulai

AgEr sctiap orang

Bupati ini dengart

Rawas.

Pasal 5

lahan, petani PenggaraP dalnl

lahan pertanian pangan berkelanj

keuangan Daeratr dan

undangan.

BAB V

Pasal 6

pada tanggal diundangkan.

memerintahkan Pengundangart

dalam Bcrita Daeratr lhbuParcn

Ditctapkan di Muara Be[ti

pada tanggal 6 [stfi 2018

, BI,'PATI

+

/b'' cuNAtrrAtl

Diundanglan di Muara

pada tanggal 6 0ee*rr
Pj. SEKRETARIS DAERAH

IGBUPATEN MUSI RAW

BERITA DAERAH IGBI,'PATEN RAWAS TATIUN 2OL8 NOMOR ..T9.I.
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